LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR 74 SERI D NOMOR 9

Menimbang

tengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

: babwa unluk melaksanakan Pasal 53 Peraluran Pemariniah Nomeor 72 lahun 2005

lenlang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Momor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraluran Daerah lenlang Tala Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelanlikan dan Pemberhenlian Kepala
Desa;

1 Undang-Undang MNomor 8 Tshun 1974 lenlang Pokok-pokok kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 MNomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Nemor 3041} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1599, tentang Perubahan alas Undang-Undag Nomor
8 Tahun 1974 tenlang Pokok-Pokok kepegawaian {Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negsara yang
Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Momor 3886);

3. Undang-Undang MNomor 36 Tahun 2003 tenlang Pembentukan Kabupalen
Samosir dan Kabupalen Serdang Bedaga di Propinsi Sumalera Ulara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomer 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembentukan Peraluran
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nemor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389),

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintaban Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Normor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437} sebagaimana telah diubah dengan Pecawran Pemerinlah Pengganli
Undang-Undang Nmor 3 Tahun 2005 lentang Perubzhan alas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Megara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483) yang telah
ditelapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 {Lembaran Negara
Tahwn 2005 Momor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548},

6. Undang-Undang...../2
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- Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan Keuangan anlara

Pemerintah Pusal dan Pemenniah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
MNomor 126, Tambahan Lembaran MNegara Momor 4438);

- Peraluran Pemenniah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Olonom (Lembaran Megara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952),

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 lentang Desa {Lembaran Megara

Tahun 2005 Homor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587}

. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Momor 4533);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Normor 21 Tahun 2005 tentang Susunan
Organisasi dan Tala Kera Sekrelanat Daerah Kabupaten dan Susunan
Organisasi dan Tala Kerja Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyal Daersh

Kabupalen Samaosir,

Dengan Perselujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

‘PERATURAN DAERAH TENTANG FATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAS |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan’

1.

2
3
4

Daerah adalah Kabupaten Samosir,

Pemerinlah Daerah adalah Pemenniah Kabupaten Samosir.,

Bupati adatah Bupal Samosir,

Dewan Perwakilan Rakyal Daesab yang selanjulnya disebul DPRD adalah Dewan
Penvakilan Rakyal Daerah Kabupaten Samosr,

Sekrelaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupalen Samosir

Kecamalan adslah witayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir

Desa adalab kesaluan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas witayah yang
berwanang untuk mengalur dan mengurus kepenlingan rmasyarakat selempat,
berdasarkan asal-usul dan adal istiadat selempal yang diaku dan dihormati datam

sistem pemennlahan Megara Kesaluan Republik Indanesia.

& Pemeralah i3
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14,

15.

186.

17.

i8.

19.

20.

21.
22,

Pemerinlah Desa adalah Kepsla Desa dan Perangkat Oesa sebagai unsur
penyelenggara Pemennlah Desa

Badan Permusyawaralan Desa yang selanjulnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupskan perwujudan demokrasl dalam penyelaenggarsan Pemerinah
Desa sebagal Unsur penyelenggara Pemennlah Desa.

Pemerinlah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerninlah oleh pemeriniah
Desa dan Badan Permusyawaralan Desa dalam Mengalur dan mengurus
kepantingan masyarakal setempal berdasarkan asal-usul dan adal istradal
setempal yang diakul dan dihormali galam sislem Pemerintah Negara Kesatuan
Repuklik Indenasia.

.Anggaran Pendapal dan Belanja Desa yang selamutnya disingkal APB Desa

adalab rencanz Keuangan lahunan Pemerinlah Desa yang dibahas dan diselujul
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD vang ditetapkan dengan Peraluran
Dasa.

Ousun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan hngkungan kena
pelaksanaan Pemenntah Desa.

. Peraturan Desa adalah Peraluran Perundang-undangan yang dibuat oleh badan

Permusyawaratan Desa alau nama lainnya bersama dengan Kepata Desa atau
nama lainnya.

Kewenangan Desz adalah hak dan kekuasasn Pemernlah Desa dalam
menyelenggarakan rumah langganya sendini untuk mengalur dan menguius
kepentingan masyarakal selempal berdasarkan asal-usul dan adal isliadal
selempal yang diakui dalam sislem Pemerintahan MNegars Kesalvan Republik
Indonesia dan Berada di Daerah Kabupalen.

Tokoh masyarakat adalah tokoh alau pemuks Masyarakal baik dari kalangan
adat, agama wanila dan unsur Tokoh lainnya yang bertempal linggal di desa yang
bersangkutan,

Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa selempat yang berdasarkan
penjaringan dan penyaringan oleh panitia Pemilinan Kepala Desa ditelapkan
sebagai Calon Kepala Desa.

Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa vang lelah dilelapkan oleh
BPD sabagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak
dalam pemilihan Kepala Oesa.

Penjabal kepala Oesa seorang Pejabal yang diangket oleh Bupab untuk
melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala desa daiam kurun wakiu
lerteniu

Pemilh adalah Penduduk Desa yang bersangkulan dan ielah memenuhi
persayaratan unluk mempergunakan hak pilin,

Hak pilih adalah hak yang dimifiki pemifih uptuk menenlukan sikap pilihnya.
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah pefaksanaan penjaringan,

penyaringan dan penelapan Kepala Desa terpilih,

23, Penjaringan......... fa



23 Penjaringan adalah sualu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemiliban untuk
mendapatkan Bakal Calon dani warga masyarakat Desa yang bersangkulan,
24, Penyaringan adalah seleksl yang dilakukan oleh Pamitia Pemuhar bak dar segi

administrasi . kernampuan dan Kepemimpinan para Bakal Calon,

BAB Il
PEMILHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2
(1) BFD memberitahukan Kepada Kepala Desa mengenal akan berakhirnya masa
jabalan Kepals Desa secars tertulis € (enam) bulan sgbelum berakhir masa
jabalan
(2) 8PD memproses pemilihan Kepala DEsa paling lama 4 {empal) bulan sebelum
berakhirnya masa jabalan Kepala Desa,

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Pasal 3
Unluk pencalonan dan pemitihan Kepala Desa, BPD membeniuk Panitia
Permilihan  yang lerdiri dari unsur Perangkal Desa, Pengurus Lembaga

Kemasyarakalan dan lokoh Masyarakat.

Pasal 4

{1) Susunan Keanggolaan Panilia Pemilihan sebagaimana dimaksud datam Pasal
3 Herdmi dan ;
a. Kelua;
b Sekretaris;
¢. Bendahara
¢ Beberapa seksi-seksi yang jumlahnys disesuaikan dengan kebuluhan dan
e. Anggota

(2) Paniva Pemibhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
pemeriksaan identitas bakal caton berdasarkan persyaratan yang dilenlukan,
melaksanakan perungulan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilhan
Kepala Desa Kepada BPD

{3) Susunan Keanggotaaan Panitia Pemilihan sebagaiamana dimaksud pada ayal

{1} ditetapkan dengan Keputuzan BFD.

Pasal 5

{1) Panitia Pemilihan schagaimana dimaksud datam PAsal 4 mempunyar lugas:

3 Melaksanakan,.......J5



a. Metaksanakan scsiahsasi penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala
Desa kepada masyarakal

b. Manelapkan jadwal pelaksanaan pemilinan Kepala Desa:

¢. Menetapkan rencana biaya pemilhan Kepala Desa

d. Melakukan penjaringan dan penyanngan bakal calon Kepala Desa
berdasarkan ketenluan yang berlaku;

€. Menerima pendaflaran dan melakukan administarsi persyaralan bakal cafon
uniuk dilatapkan sebagai calon

I.  Melaksanakan pendaflaran pemitih uniuk selanjuinya disahkan aleh Panitia
Pamilihan:

g Membuat dafiar pemilih sementara dan daftra pemilih tetap;

b Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipiin;

i. Manyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;

} Melaksanakan pemilihan calon kepala desp

k. Membuat Berila Acara pemitiban  dan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan;

. Menyampaiakn berita acara pemdihan dan melaporkan pelaksanaan
pemllthan kepada BPD; dan

m. Malaksanakan hal-hal lain yang berkailan dengan pemilihan Kepala Desa
sesua dengan kelantuan yang berlaku,

{2) Apabita dlanlara anggote Panilia Pemdihan ada yang ditelapkan sebagai caton

danfalau berhalangan dalam Pantia Pamilihan, maka digantikan oleh unsur
anggola Panilia Pemilihan lainnya berdasrkan Keputusan 8PD.

Biaya pemiihan Kepala Desa dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa yang bersumber pada sumbangan yang sah dan liak mengikal
dan banluan dari APBD Kabupalen.

{3) Biaya pelaksanaan pemiiban Kepala Desa sebagamana dimaksud pada ayal

(2), diupayakan seminimal dalam balas-balas yang wajar sesual dengan

kemapuan dan diberikan secara proporsional.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Yang dapal memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa wargaNegara

Indenasia yang .

k)

Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkulan secara sah sekurang-
kurangnya 6 {enam) bulan dengan lidak lerpulys-pulus;

Sudah mencapal usia 17 {wjuh belas) lahun pada saal pendafaran
dilaksanakan dan/alau sudah pemah kawin; dan

Tidak dicabul hak pilihnya berdasatkan putusan pengadilan yang lelah

mempunyal kekualan hukum lelap.

Bagian Keempal...._.. G



Baglan Keempat
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 7

Yang dapal dipibh men@adi kepala Desa adalab penduduk Desa Warga Negara

Republik Indonesia, yang :

a
bt

bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

selia Kepada Pancasila sebagal Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Megara
Repubdik Indonesia Tahun 1845 dan Kepads Megara Kesatuan Republik
Indonesia sara Pemerintlah;

berpendidikan paling rendah 1amal sekolah Lanjutan Tingkat Perlama danfatau
sederalal dan dilegalisir oleh Pejabal yang berwenang;

berusia paling rendah 25 {dua puluh luma) tahun;

penduduk Desa selempat;

bdak pernah dihukum kargna mefakukan tndak pdana kepahalan dengan
hukuman paling singkat 5 {lima} lahun,

tidak dicabut hak piihnya sesvai dengan kepulusan Pengadilan yang
mempunyal kekuatan hukum lelap;

belurn pemah mernjabat sebagal kepala desa paling lama 10 (sepulub) 1abun
alau 2 (dua) kall masa jabalan,

barkelakuan balk, jujur, adil cerdas, mampu dan berwibawa;

mengenal daerahpya dan dikena! oleh masyarakal di Oesa selempat,

bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa.

Pasal 8

(1} Pegawal Megen yang mencalonkan dwl sabagai Kepala Desa selain harus

memiliki persyaralan dmaksud dalam Pasal 7, Juga harus memilik Sural

Keterangan Persetujuan darl stasan yang berwenang uniuk i,

{2} Pegawai MNeger selain sebagamana dimaksud pada ayal (1), yang dipiih

danfalau diangkal menjadi Kepala Desa dibebaskan unluk sementara wakiu dar

jabaian organtknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan slalusnya

sebagai Pegawal Negeri.

{3) Bagi Pegawai Negeri atau pulra dess yang lerpilih dan diangkal menjadi Kepala

Desa, lerhitung mulat 1anggal pelanlikannys sebagai Kepals Dess harus

berlempal tinggal di desa yang bersangkulan,

Bagian ¥elima
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 9

(1} Paniliz pemilihan melaksanakan penjanngan dan penyaringan bakai caton Kepala

Oesa sesuat persyaralan sebagasmana dimaksud dalam pasal 7.

{2) Hasn penjarigan sebagaimana dwnaksud pada ayat (1), selelah ditengkapi

dengan persyaralan administrasi kemuodian dilakukan penyaringan,

{3) Berdgasarkan.  _f7
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(1

(2)

{3)

Berdasarkan hasil penyanngan sebagalmana dimaksud pada aysl (2). bakal
calon Kepala Desa yang mempunyai persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan
kepada BPD untuk diletapkan sebagai calon Kepala Dasa yang berhak dipilh.
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayal (3.
ditatapkan dengan kepulusan BPD paling sedikit 2 {dua) orang d%n sebanyak-
banyaknya 5 (lima) orang.

Baglan Keanam
Mekanisme Pemliihan Kepala Desa
Pasal 10

Nama-nama calon yang telah diletapkan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 9
ayat (4), disampaikan kepada Panilia Pemilihan oleh BPD.
Panitia Pemilihan setelah menerma persetujuan calon yang berhak dipilih,
ménelapkan waklu pelaksanaan rapal pemilihan calon Kepala Desa, menelapkan
tanda gambar (photo hitam putih) selisp calon yang berhak dipilih dituangkan
datam Berila Acara, selefah berkonsuitasi dengan BPD.

Pasal 1%
Calon yang barhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
Apabila calon yang berhak dipilh mengundurkan din secara administratif dianggap
lidak lerjadi pengunduran diri.
Apablla calon yang berhak dipillh sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mendapalkan dukungan suara terbanyak dlanggap batal, selanjulnya calon yang
mendapatkan dukungan suara terbanyak kedus dilelapkan sebagai calon yang
terpilin,
Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mendapatkan dukungan suara terbanyak telap ‘erdapat calon lain yang
mendapat suara terbanyak yang jumlabnya sama, maka calon lain tersebut
ditelapkan sebagai calon terpilib,
Kelentaun lebih lanjul mengenai calon yang berhak dipilib mengundurckan diri
ditelapkan dengan Peraluran Bupal.

Pasal 11

Calon yang berhak dipitih tidak dibenarkan mengundurkan dir, dan apabila lerjadi
pengunduran din maka kepala desa yang berhak dipilih dikenakan sanksi
mengganti keruglan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai pads tahap
pengunduran diri,

Apabila calon yang berhak dipith berdasarkan hasil penyaringan hanya 1 (saw)
calon, maka permunguian suara dilakykan dengan mencoblos salah saty pilihan
pada sural suara harus disediakan tanda gambar calon dan kolom kosengftidak
bergambar,

Apabila berdasarkan hasll penyanngan lidak salu pun bakal calon kepala desa
yang dinyalakan lulus, Panilia Pernitihan membuka kembah pendaflaran baka!

calon kepala dasa unluk malaksanakan penjaringan.

(4} Dalam hal. .. /8
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(5)

{0

i2)

(3)

(4)

()]

{8}

(N

Dalam hal calon kepala Desa yang berhak dipilih \erdapal hanya salu, maka untuk
dapat dilelapkan menjadi kepala desa, harus mempereoleh dukungan svara
sekurang-kurangnya ¥ n + 1 (setengah n dilambalh satu) dari jumlah pemilib yang
menggunakan hak pilih,

Apabila berdasarkan calon yang berhak dipliih sebagalmana dimaksud pada ayal
{2), mendapalkan dukungan suara lerbanyak disnggap balt, selanjuinya calon
yang mendapatkan dukungan suara lerbanyak kedua dilelapkan sebagai calon

yang terpilih

Bagtan Ketujuh
Kampanye
Pasal 12
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dumumkan kepada masyarakal ditempat-
lempal lerbuka sesuai dangan kondisi sostal budaya masyarakal setempal.
Kampanye diselenggarskan oleh Panilia Pembihan palng lama 5 (bma) han
dengan memperimbangkan masa tenang selama 2 (dua) han sebelum hari
pemilihan dilaksanakan.
Kampanye harus dilakukan secara dialogis dan monologis dalam suvasana aman
dan lerib.
Kampanyg sebagaimana dimaksud pada ayal (2), dan ayat (3), merupakan forum
penyampatan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkulan
terpllih menjadi Kepala Desa.
Kampanye ditarang dilakukan dalam banluk:
a. pawal danfalau arak-arakan; danfalau
b pemberian vang, barang danfatau sarana lam
Bag calon yang berhak dipilih yang terbukii melanggar kelenfuan sebagaimana
dimaksud pada ayal {5}, dapal berakibal pembatalan calon yang berhak dipilin.
Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayal {€),
dilakukan BPD atas usul Panitia Permilihan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pemllihan Kepala Desa

Pasal 13

Datam Pemilihan Kepata Dasa, seliap penduduk desa yang lelah dilstapkan sebagai

calon yang berhak dipih atau telah ditetapkan sebagai pemilin dalam pemilihan

Kepala Desa wajib hadir dan lidak boleh diwakilkan kepada sispapun dan dengan

alasan apapun,

(1)

Pasal 4
Sekurang-kurangnya 10 {sepuluh} han sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala
Desa, Panilia Pemilihan Kepala Desa membentahukan kepada penduduk desa
yang berhak memilih dan mengumumkan dilempat-tempal lerbuka dan mudab

dilihal oleh penduduk tenlang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa.

{2) Pengumurman... 9



(2)

{1

{2

—

{3)

{4

—

Pa

Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atay Whgan yang memuat tenlang
wakle gan tempal akan diadakan rapal pemillhan caton Kepalz Desa

Pasal 15

FPermilihan Kepala Desa dilaksankan dengan mencoblos sural suara yang memuat
photo dan nama calon yang berhak dipilih yang dihadiri olsh sekurang-kurangnya
2/3 (dua per liga) darl jumiah pemilih yang lelah disahkan oleh Kelua Panitia
Pemiihan,

Apabila pada ssal bsrakhimya pemungutan suara quorum  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), belum lercapal perhilungan suara dapat diundur paling
lama 3 {tiga) jam dengan kelenwan quorum % {satu per dua) dan jumlah pamilih
yang lelah disabkan oleh Panita Pemilhan dan dimual daiam Benla Acara
Pemilihan,

Apatila sampal dengan batas waklu pangunduran sebagaimana dimaksud pada
ayal (2). gquorum belum juga lercapal, proses pemilihan calon Kepala Desa
diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakai calon,

Apabila pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan divlang dan masa jabatan
Kepala Desa telah berakhir alau habis, maka dapat diangkal Pemjabal Kepala

Desa sesuai kelentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16
niia Pemilihan dan calon yang berhak dipiih dalam pemilihan Calon Kepata Desa

yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilin yang sudah disahkan oleh Katua

Pa

Pe

mtia Pemilihan, tetap mempunyar hak unluk menggunakan hak pilitnya.

Pasal t7
taksanaan pemilinan calon Kepata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

harus mamenuhi kelentuan:

a.

Un
Pa

pemilihan calon yang berhak dipilib dilaksanakan secara demokratis dan

transparan. langsung. umum, bebas. rahasia, jujur dan adil:

. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos photo dan nama calon yang

berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan cleh Panilia Pemilihan:

- seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 4 (saiu) orang calon yang
barhak dipilit;
- secrang pemilih yang berhalangan hadir karena sesualy alasan, ligak dapal

diwakitkan dengan cara apapun; dan

- pemitihan calon Kepala Desa difaksanakan pada hari, langgal dan lempal yang

telah ditelapkan ¢leh Panilia Pemiihan

Pasal 18
luk kelancaran pelaksanaan pemilihan caton Kepala Dasa yang berhak  dipilih,

nilia Pemilihan menyediakan:



ul

)

(1}

(2

(3

)

{1

2

(3

{1

{2

)

)

)

a. Papan luhs yang memusl nama-nama calon yang berhak sesuar dengan
parseiujuan BPD,

b Kartu siara yang mermuata tanda gambar/pholo calon yang berhak dipilih dan
bagian bawahnya ditandaiangani;

¢. Kartu suara yang sah;

d. Sebuah kolak suara alau leth benkut kuncinya disesvalkan dengan
kebuiuban,

e. Bilik suara atau lempal khusus urtuk pelaksanaan pembenan suara; dan

{. Ala\ pencoblos di dalam bilik

Bentuk dap model seda ukuran karlu suara, bilik suvara. alal pencoblos

sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diletapkan cleh Bupali.

Pasal 19

Paling lambal 3 (tiga) han sebelum pefaksanaan pemungutan suara, Paniliz
Femilihan sudah harus menyampaikan sural undangan kepada para pemilih yang
memuat waklu dan tempal pemilih menggunakan haknya

Sural undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan nomor urul
sesual nomor urul daflar pemilih maupun daftar pemilih 1ambaban yang sudah
disahkan,

Untuk membuklikan sahnya sural undangan yang dibawa pemilib, Panilia
Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP alau buky

identilas gin.,

Pasal 20

Pemilih yang hadyr diberikan 1 {salu] lembar karlu suara cleh Pamilia Femilihan
melaly pemanggilan berdasarkan urulan dallar hadir,

Setelah menernma karle suara, pemilin memenksa alav menelilidan apabila karlu
suara cacal alau rusak, pemilih berhiak menerima karlu suara yang baru sel=lah
menyerahkan kembali karlu suara yang cacal alav rusak kepada Panibia
Pemllihan,

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Pnitia Pemilihan membuka kolak
suara dan mempearlihalkan kepada para pemilin yang hadir bahwa kolak svara
dalam keadaan kosong serla menulupnnya kembali, mengunci dan menyegal
dengan mempergunakan keras yang dibubutn Cap atau Slempel Panilia

Pemilihan,

Pasal 21

Pencobiosan karlu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan
alal yang lefah disediakan oleh Panilian Pemilihan,

Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan
menggunakan hak pilitnya,

{3) Selelah.... /1
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Setelah kanu svara dicoblos, pemilih memasukkan kanu suara ke dalam kotak
suara yang disediakan dalam keadaan tarlipal.

Pasal 22
Pada saat pemungulan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewaijiban
unluk menjamin agar tala demokrasi dan pelaksanaan pemungulan suara
berjalan dengan tancer, terlib, aman dan leratur,
Pada saat pemungutan suara dilksanakan, para calon yang berhak dipilin harus
beraga dilempatl yang dilenlukan untuk mengikuli pelaksanaan pemunguian
suara kecuali calon yang berhak dipilih tidak hadir karena alasan yang rasional
dan dapat diperlanggungjawabkan
Panitia Pemilihan menjaga agar selizp orang yang berhak memiiih hanya
mamberikan 1 {satu) suara dan menotak pemberizan suvara yang diwakilkan
dengan alasan apapun.

Pasal 23
Setelah semua pemllih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya,
Paniia Pemilihan maminta kepada masing-masing calen yang berhak dipilih agar
menugaskanimenunjuk 1 (salu) orang saksi unluk menjadi saksi dalam selap
papan peehilungan suara,
Penunjukan saksi oleb para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis
dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemitihan,

Pasal 24
Paniia Pemiliban membukan kolak suarz dan menghitung karu suara yang
masuk, selelah permungutan suara memenuhi quorum  yang dinyalakan
selesai/seria dihadiri para saksi,
Setiap lembar karlu svara dilelit salu demi satu unluk mengetahui Xarlu suara
yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panilia Pemilihan
menyebulkan phale dan nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara
lersabut mencalalnya di papan lulis yang ditempalkan sedemikian rupa sehingga
dapat dilihal dengan jetas oleh semua permilih yang hadir.
Pernbacaan kartu suara oleh Panilia Pemilihan dibacakan secara tegas dan jetas
dan dilunukkan oleh calon yang berhak dipilin di hadapan seluruh pemilih yang
hadir

Pasal 25
Karlo suara dianggap fidak sah apabila:
a Tdak memakai sural yang tetah ditentukan Panitta Pemilihan,
b. Tidak terdapai landalangan Kelua Paniba Pemilihan pada karlu suara;
¢. Terdapat landa-landa danfalau yang menunjukkan identitas pamiih,
d. Terdapat coblosan letuh dari 1 (saiu) calon yang berhak dipilin;
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e. Mencoblos lidak lepal pada kola photo dan nama calon yang berhak dipilin
yang lelah disediakan,

. Mencoblos karnu suara Wgak dengan alal yang lelah disediakan cleh Paria
Pamilihan,

Alasan-alasan yang menyebabkan karlu suara lidek sah diumumkan kepada
pemilih pada saal itu jg.

FPasal 26
Calon yang berhak dipiih memperoleh suara lerbanyak sekurang-kurangnya 115
(salu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak piihnya dinyalakan
sebagai caton terpilih,
Apabila calen yang berhak dipilih tlidak seorangpun mandapal dukungan svara
lerbanyak sebagalmana dimaksud dalam ayal (1}, Panitia Pemilinan mengadakan
pemilihan viang.
Pemilingn vlang sebagaimana dimaksud pada ayal {2), dilaksanakan selambal-
lambatnya 30 {liga puluh) hari sejak penandalanganan Berita Acara pemilihan.
Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayal (3} hasilnya lelap
sama, maka BPD mengusuikan kepada Bupall melaiui Camat untuk mengangkat

pejabat Kepala Desa dan sefanjulnya mengadakan persiapan pemilihan baru

Bagian Kesembilan
Felaksanaan Penghltungan Suara

Pasal 27
Selelah  penghitungan  suara  selesai, Pamla  Pemilihan  menyusun,
menandalangani dan membacakan Benla Acara pemilihan pada harl dan tanggal
il juga,
Benla Acara pemllihan sebagaimana dimaksud pada ayal {1}, juge
ditandatangani oleh calon yang berhak dipilih dan saksi yang lelsh dilunjuk oleh
calon yang berhak dipliih danfalau Kelua Panilia Pamllihan,
Apabila terdapal calon yang berhak dipilih alav saksinya lLidak bersedia
menandatangani Berla Acara pemilihan alau ierdapal calon yang berhak dipilih
alav saksinya meninggalkan lempal pemilihan sebelum proses penghilungan
suara selesal, maka Kelwa Panillia Pemilihan berhak  unluk  meneruskan
penghilungan svara dan menyalakan bahws proses penghilungan suara
dianggap sah selelah dikonsultasikan dengan BPD darn ditusngkan dalam Benla
Agara lersendiri,
Kelug Paniian Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calen yang berhak

dipitih dan menyalakan sahnya pamilihan calon lerpitin,

Pasal 28
Apabila terdapat lebih dari 1 {satu) orang yang berhak dipilih mendapal jumlah

dukungan suara ierbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan
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(4)

ulang hanya unluk calon-calon yang berhak diplih dengan perolehan jumlah
dukungan suara lerbanyak dengan jumlah yang sama.

Pamilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambai-
lambatnya 30 (liga puluh) hari sejak pensndatanganan Berita Acara Pemilihan,
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayal {2). hasiinya lelap
sama, maka dilaksanakan pemilihan wlang sekali lagi selambal-lambatnya 30
(iga puluh) hari unluk menelapkan calon yang dinyalakan lerpilih dan dianghat
sebagal Kepala Desa,

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagatmana dimaksud pada syal
{3), adalah calon yang mendapatkan dukungan suara lerbanyak.

Pasal 29

Setelah selesal pelaksanaan pemilihan, Panita Pemilihan segera melaporkan hasil

pemilinan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berta Acars pemiihan,

{1

(2

{3)

(1

{2}

(3
(4)

Bagian Kesepuluh
Penatapan, Pengesahan Pelantikan

Pasal 30

Calon Kepala Desa terpilih ditelapkan dengan Kepulusan BFD berdasarksn
laporan dan Benta Acara pemiinan gan Panilia Pemilihan,

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupal melalui Camai untuk
disahkan menadi Kepala Dasa terpilin,

Bupati menerbitkan Kepulusan Bupati lenlang pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa terpilih paling lama 15 (hma belas) hari lerhitung langgal dilerimanys
penyampain hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 1

Kepala Desa lerpilih dilanlik oleh Bupal atau Pejabal yang ditunjuk paling lama
15 (lima betas) har terhiiung langgal penerbitan Kepulusan Supali.
Pelanlikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan
masyarakal.
Sebelum memangku jabalannya, Kepala Desa mengucapkan sumgabijanji.
Sususan kala-kala sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikul:
“Demt Allah (Tuhan), saya bersumpahfjan;i®
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebalk-baknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
- Bahwa saya akan selalu 133l dalam mengamalkan dan memperiahankan
Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serla
melaksanakan segala Peraturan Undang-Undang dengan selurus-lurusnya

yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesaluan Republik Indonesra,

Pasal 32. 114



Pasal 32
Pelantlkan Kepala Desa dilaksanakan {epal pada akhir masa jabatan Kepala Desa

yang lama dan diletapkan sebagai langgal pelantikan.

Pasal 33
Apabila masa jabalan Kepala Desa yang tama berakdir jaiuh pada ban libur, maka

pedantikan ditaksanakan pada hari kerja berkutnya alau sehan sebelum han libyr,

Pasal 34
{1) Pelanlikan Kepata Desa yang lidak dapat dilaksanakan tepal wakly karens
alasan-alasan yang dapal dipenanggungjawabkan, dapal ditunda selama-
lamanya 3 (biga) bulan sejak langgal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
(2) Selama masa penundaan unluk melaksanakan tugas-lugas  pemenniahan

dilunjuk penjabat sementara Kepala Desa sesvai dengan ketenluan yang beraku

Pasal 35

Masa jabatan Kepala Desa adalah € (enam) lahun dan sesudahnya dapal dipilih
kembali untuk 1 {satu) kali masa fabalan,

BAB Il
PEMBERHENTIAN SEMENTARA OAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36
(1) Kepala Dasa berhenll, karena
a. meninggal dunia,
b. perminlaan sendin: danfalau
¢. diberhentikan.
(2} Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimnaksud pada ayat {1), burul ¢ karena,
a berakhir masa jabalannya dan lelah dilaniik pefabal yang baru;
b. lidak dapal melsksanakan lugas secara berkelanjutan alau berhalangan lelap
secara berturul-turut selama 6 (enam) bulan;
. Wdek lagn memenuhl syarat sebagai Kepala Desa;
. tinyatakan metanggar sumpabdjanji jabatan;

. hidak melaksanakan kewajiban Kapala Desa, dan/alau

= o a o

melanggar larangan bagi Kepala Desa,

(3) Usul pernberhenlian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurul a,
hurul b, dan ayat (2) hurul a dan hurul & divsulkan oleh Pimpinan BPD kepada
Bupali relaln Camat, berdasarkon Kepulusan Musyawarah BPD

{4) Usul permberhentan Kepata Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hunol ¢,
hurul &, hurol g dan hurof [ disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalw Camal
berdasarkan kepulusan musyawsizh BPD yang dihadini oleb 2/3 {dua per 1ga)
dan jumiah anggola BPD.

(3) Pengesahan.. /15



{5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayal {3),
dan ayat (4), dilelapkan dengan Keputusan Bupali paling lama 30 {tiga puluh) hari
sejak usul dilerima.,

{6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayal (9), Bupali mengangkat Penjabal Kepala Desa.

Pasal 37
{1} Kepala Desa diberbenlikan semenlara oleh Bupal tanpa melalul usulan BPD
apabila dinyalakan melakukan tindak pidana kejahalan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 {lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang belum memperoleh kekualan hukum tetap.
{2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupali tanpa me!aiu usulan BPD apabila 1erbukli
melakukan lindak pidana sebagaimana dimaksud pada syal (1), berdasarkan

putusan pengadilan yang lelah memperoleh kekualan hukum lelap.

Pasal 28
Kepala Desa dibarhentikan semenlara oleh Bupat lanpa metalu usulan BPD karena
berslalus sebagal tersangka melakukan tindak pidana terorisme, makar danfatau
tndak pidana lerhadap keamanan negara.

Pasal 39

{1) Kepala Desa yang diberhenlikan semenlara sebagamana dimaksud dalarn Pasal
37 ayal (1), dan Pasal 38, selelah melalui proses peradialn yang letah
mamparoleh kekuatan hukum letap, paling lama 30 {liga puluh) har sejak
ditelapkan pulusan  pengadilan, Bupall  harus  merehabililasi  danfalau
mengaklifkan kemball Kepala Desa yang bersangkulan sampai dengan akhir
masa Jabalan.

{2) Apabila Kepala Ossa yang diberhenlikan semenlara sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), lelah berakhir masa jasbalannya, Bupali hanya merehabilitasi

Kepala Desa yang bersangkulan.

Pasal 44
Apabila Kepala Desa diberhenlikan semenlara sebagaimana dimaksud dalam pasal
37 ayal {1), dan pasal 38, Seckrelaris Desa meleksanakan tugas gan kewajiban
Kepala Desa sampar dengan adanya pulusan pengadilan yang lgiah mempearolen
kekuatan hukum letap.

Pasal 41
Apabila Kepata Desa diberhenlikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayal (2),
dan Pasal 38, Bupali mengangka! Penjabal Kepala Desa dengan lugas pokok
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan lerhilung
sgjak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekualan hukum fetap.

Pasal 42....... 1§



Pasal 42
Kepala Desa yang melatailkan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan
masyarakal desa, dikenaskan Undakan adminsirasi berupa leguran, pemberhentian

semenlara danfalau pembertienban sesuar dengan peraluran yang beraku.

FPasal 43
Kepala Dess yang melakukan perbugtan yang berlenlangan dengan ketenluan
Undang-Undang yang beraky. danfalau norma-norma yang hudup dan berkernbang
dalam kehidupan masyarakal di desa yang bersanghulan, dapal dikenakan tindakan
administrasi berupa leguran, pemberhentian semenlara danfatau pemberhentizn

selelah diadakan peneliban secara seksama.

Pasal 44
(1} Bag Kepala Desa yang lidak dapat menjelankan lugss, sebagaimana dimaksud
datam pasal 36 ayal (2), pada hurul b, Bupati mengangkal Penjabal Kepala Desa
alas usu! BPD melalui camat,
{2) Pengangxatan Penjabal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), melaksanakan
tugas dengan lugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling
lama 6 {enamy} bulan lerhilung sejak ditetapkannya keputusan Bupali

Pasal 45
Kepala Desa dar Pegawal Negeri yang belum berakhi masa tabalannya, tidak dapal
diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun
sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 46

(1) Kepala Desa dari Pegawai Megen yang berhenli alau diberhentikan oleh Pejabal
yang becwenang dikembalikan ke inslanst induknya.

{2} Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, setelah dadakan penelilian secara seksama
disarankan kepada inslansi induk unluk menank yang bersangkulan dan
jabatannya sebagai Kepala Desa unluk diadakan pembinaan lebih lanjul.

Pasal 47
Kepala Desa yang diangkal menjadi Pegawai Negeri, diberakukan ketentuan:
& dapal meneruskan sebagai Kepala Oesa sepanjang nstansi  induknya
membenkan izin; danfzlau
b mengundurkan din sabagéi Kepala Desa atau sebagai Pegawai Negeri sesvar

kehendaknya

BABIV........ ny



BAB IV
PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 48

{1} Pengangkalan Penjabat sementara Kepala Desa diletapkan dengan Kepulusan
Bupah

(2) Peniabal sementara Kepala Desa berasal dari Sekrelaris Desa atau Perangkat
Desa lalnnya alau Tokoh Masyarakat alaupun PNS yang berada dalsm
lingkungan Kecamatan dengan membed kesempatan yang sama bagl laki-faki
atau perempuan,

{3) Masa jabalan Panjabal Kepaia Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1), palng
lama 1 {salu) lahun 1erhitung mulai 1anggal pelantikannya.

{4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpahfianj dan dilantik oleh Bupat danfatau
Penjabal yang dilunjuk,

Pasal 49
Hak, wewenang dan kewajiban Panjabal Kepala Desa adslah sama dengan hak,
wewanang dan kewajiban Kepala Dasa.

BAB V
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 50
{1} Twdakan penyldikan terhadap Kepals Desa dilaksanakan selelah adanya
pemberitahuan secara lerlulis oleh Penyidik Kepada Bupati.
{2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dmaksud pada ayat {1}
adatah;
a. lertangkap langan melakukan lindak pidana kejahalan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima} tahun atau lebih, dan/alau
b ditudub lelah melakukan lindak pidana kejahalan yang diancam dengan
hukuman mali
{3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (2}, dibertahukan secara
terlulis oleh atasan penyidik kepada Bupali paling larma 3 (hga) hari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Kelentuan-ketenuan sebagarmana diatur datam Peraluran Daerah wni menjadi

Pedoman dalam penyusunan Peraluran Desa.

Pasal 52
Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjsng mengenai leknls
pelaksanaannya akan diatwr dan ditetapkan dalam Peraluran Bupali dengan

bercedoman pada kelentuan Peraturan Daarah ini.

Pasal 53, ... 118



Pasal 33
Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengelahulnya, memerintahkan pengundangan Feraluran Daerab
int dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir,

Ditelapkan di Pangururan
Pada langgal, 28 Desember 2006
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dilo
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan ¢i Pangururan
pada langgal, 28 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Capfdio
"TIGOR SIMBQLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2006 NOMOR 74 SER1 D NOMOR 9




